
BAB V  

PENUTUP 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai pengaruh 

pengetahuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tentang anggaran terhadap 

pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bobe Bolango, disimpulkan bahwa 

pengetahuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tentang anggaran 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 

Besar hasil koefisien determinasi dari variabel pengetahuan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah tentang anggaran terhadap  pengawasan keuangan 

daerah sebesar 39.8%. Hal ini menjelaskan bahwa adanya pengetahuan dari 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang anggaran terhadap 

perencanaan/pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta peraturan 

perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD dapat 

meningkatkan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal 

pengawasan keuangan daerah.  

 

1.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti selanjutnya, jika ingin meniliti mengenai Pengaruh pengetahuan 

Anggota DPRD tentang Anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah agar 

lebih mengembangkan lagi variabel-variabel penelitian yang akan digunakan 



dalam penelitian demi untuk menemukan variabel lain yang lebih berpengaruh 

kuat terhadap pengawasan keuangan daerah. 

2. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu adanya tingkat kesibukan yang dimiliki oleh 

responden, sehingga dalam pengisian kuisioner terkadang responden terburu-

buru dalam mengisinya tanpa membaca dengan teliti setiap pernyataan yang 

diajukan dalam kuisioner. Selain itu adanya kendala bersifat inheren dengan 

metode kuisioner terutama berkaitan dengan perasaan senang dan tidak 

senang, keseriusan dan faktor situasional lain ketika responden memberikan 

jawaban. Sehingga kedepan untuk peneliti yang ingin melaksanakan penelitian 

dengan topik yang sama agar lebih memperhatikan proses dalam memperoleh 

data dilapangan agar didapatkan data yang benar-benar terpercaya. 

3. Diharapkan peneliti dapat mengawasi pengisian kuesioner secara langsung 

sehingga memberikan informasi yang mendekati keadaan yang sebenarnya dan 

mampu mengembangkan sampel yang lebih luas untuk anggota DPRD 

kabupaten atau bahkan DPRD provinsi dan pusat. 

4. Untuk anggota DPRD sebaiknya menjalankan fungsi dan tugasnya dengan 

semaksimal mungkin sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan pengawasan 

keuangan daerah. Pelaksanaaan pemerintahan daerah dapat berjalan lancar 

jika didukung oleh pengawasan keuangan daerah. 
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